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Abstract: This research explores the implementation of the Plastic Pollution
Resolution in the Gowa Regency, addressing the major problem of serious plastic
pollution and its impact on the environment and public health. The goal is to analyze
how the policy influences the reduction of single-use plastics, the improvement of
recycling infrastructure, and the barriers to its implementation. The research
methods used include a qualitative approach using interviews, documentation,
observation, and Focus Group Discussion (FGD) and data analysis using Nvivo 12
Plus. This research identified significant barriers to implementing plastic pollution
management policies in the Gowa Regency, including inadequate regulations, low
public awareness, lack of resources, and weak coordination. Unclear regulations and
minimal public education hamper policy effectiveness. Recommended solutions
include regulatory reform, increased awareness campaigns, and investment in
recycling infrastructure. Increased coordination between government, industry and
society can strengthen policy implementation and support local environmental
sustainability.

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi implementasi Resolusi Polusi Plastik di
Kabupaten Gowa, menghadapi masalah utama polusi plastik yang serius dan
dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian
adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi
pengurangan plastik sekali pakai dan peningkatan infrastruktur daur ulang, serta
mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang
digunakan mencakup pendekatan kualitatif dengan wawancara, dokumentasi,
observasi, dan Focus Group Discussion (FGD), serta analisis data menggunakan
Nvivo 12 Plus. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan signifikan dalam
implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di Kabupaten Gowa, termasuk
regulasi yang tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, kekurangan
sumber daya, dan koordinasi yang lemah. Regulasi yang kurang jelas dan edukasi
publik yang minim menghambat efektivitas kebijakan. Solusi yang
direkomendasikan meliputi reformasi regulasi, peningkatan kampanye
kesadaran, serta investasi dalam infrastruktur daur ulang. Peningkatan
koordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diharapkan dapat
memperkuat implementasi kebijakan dan mendukung keberlanjutan lingkungan
lokal.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Gowa menghadapi ancaman serius polusi plastik, dengan
proyeksi United Nations Environment Programme (UNEP) pada 2040, 29 juta ton plastik dapat
memasuki ekosistem perairan (Armansyah, 2023). Hal ini menegaskan urgensi tindakan di
tingkat lokal. Secara umum, polusi plastik merupakan ancaman serius terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia (Deng & Liu, 2024; Lewin et al,, 2024; K. A. Willis et al., 2024). Dari laut hingga
daratan, plastik mencemari berbagai ekosistem, mengancam keberlangsungan flora dan fauna
(Bandyopadhyay et al.,, 2023; Ershova et al., 2021; Okoffo et al., 2024). Selain itu, plastik yang
terurai lambat menjadi sumber toksin yang merusak ekosistem dan dapat meracuni rantai
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makanan (John & Mishra, 2024). Penanganan serius diperlukan untuk membatasi dampak
negatifnya dan mendorong keberlanjutan lingkungan global. Pengurangan penggunaan plastik
sekali pakai, pemberdayaan daur ulang, edukasi publik, dan regulasi yang ketat merupakan
langkah kunci dalam menghadapi ancaman serius polusi plastik (Lakhiar et al., 2024; Marufetal.,
2024; Miguel et al., 2024; Thushari & Senevirathna, 2020). Ini merupakan jalan menuju resolusi
polusi plastik, dan pemerintah Kabupaten Gowa juga ikut mengadopsi pendekatan tersebut.

Resolusi Polusi Plastik adalah sebuah keputusan atau pernyataan resmi yang diadopsi
oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi untuk mengatasi dan mengurangi dampak negatif
polusi plastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia (Carlini & Kleine, 2018; Islam et al.,
2024). Resolusi ini mencakup serangkaian langkah konkret dan strategi kebijakan, termasuk
pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengembangan infrastruktur daur ulang,
pemberdayaan masyarakat, serta implementasi regulasi yang ketat terkait pengelolaan limbah
plastik (Haward, 2018). Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi produksi, distribusi, dan
penggunaan plastik serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan (Bundela & Pandey, 2022). Melalui Resolusi Polusi Plastik, komitmen bersama dapat
dibangun untuk melindungi alam dan memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi
mendatang (Silva Filho & Velis, 2022).

Resolusi Polusi Plastik juga memperkuat kerjasama antara pemerintah, industri, dan
masyarakat dalam upaya untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam menghadapi masalah
polusi plastik. Dengan adopsi dan implementasi resolusi ini, diharapkan terjadi perubahan nyata
dalam pola konsumsi dan perilaku pengelolaan sampah, menuju sebuah masa depan di mana
lingkungan yang bersih dan sehat menjadi warisan yang berharga bagi semua (Karasik et al.,
2020). Adopsi Resolusi Polusi Plastik telah menjadi tren global, dengan banyak pemerintah di
seluruh dunia mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini (Bank et al,,
2021). Adopsi Resolusi Polusi Plastik juga memberikan kontribusi signifikan pada ketahanan
lingkungan dengan mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat sampah plastik
(Kumar et al,, 2021). Langkah-langkah ini membantu memastikan ketersediaan sumber daya
alam yang berkelanjutan untuk masa depan.

Kebijakan global mengimplementasikan Resolusi Polusi Plastik melalui berbagai
mekanisme, termasuk perjanjian internasional, regulasi perdagangan, kampanye kesadaran
global, serta kerja sama lintas negara dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah
lingkungan (Raha et al., 2021). Pemerintah di berbagai belahan dunia telah bekerja sama dalam
forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi regional untuk
menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah polusi
plastik (Issifu & Sumaila, 2020). Selain itu, ada dorongan bagi perusahaan dan industri untuk
mengadopsi praktik-produksi yang lebih ramah lingkungan, dan banyak negara telah
menerapkan pajak atau larangan terhadap produk plastik sekali pakai sebagai langkah konkret
dalam mengurangi konsumsi dan pencemaran plastik (Saleem et al., 2023).

Pendekatan pemecahan masalah mencakup serangkaian strategi yang terintegrasi dan
berkelanjutan. Pertama, dilakukan kampanye edukasi publik yang luas untuk meningkatkan
kesadaran akan dampak negatif polusi plastik dan pentingnya pengurangan penggunaan plastik
sekali pakai serta praktik daur ulang. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Gowa juga
dimungkinkan bekerja sama dengan industri lokal untuk menerapkan regulasi yang ketat terkait
pengelolaan limbah plastik dan menginisiasi program insentif bagi perusahaan yang mengadopsi
praktik-produksi yang ramah lingkungan. Selain itu, mempertimbangkan infrastruktur daur
ulang yang lebih luas dan efisien untuk mendukung pengelolaan sampah plastik secara
berkelanjutan. Pendekatan ini diperkuat dengan kerjasama aktif antara pemerintah, industri, dan
masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan lokal seperti keterbatasan sumber daya dan
perubahan perilaku konsumen. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan
solusi yang holistik dan efektif dalam menangani masalah polusi plastik serta mencapai
ketahanan lingkungan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Gowa.
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Meskipun beberapa studi telah mulai mengkaji masalah sampah dengan pendekatan
Resolusi Polusi Plastik, namun masih minim temuan spesifik terkait respon pemerintah di tingkat
lokal, seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa, serta implementasi kebijakan yang mengemuka.
Kebaruan pendekatan ini terletak pada fokus yang diberikan pada implementasi kebijakan di
tingkat lokal, yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan, hambatan,
dan peluang yang dihadapi dalam mengatasi polusi plastik. Dengan demikian, pendekatan ini
menghasilkan Kebijakan Terintegrasi untuk Ketahanan Lingkungan yang berpotensi menjadi
landasan yang kuat untuk penanganan polusi plastik di tingkat lokal yang lebih efektif dan
berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terfokus pada dua aspek krusial: pertama,
bagaimana implementasi resolusi tersebut memengaruhi perubahan perilaku dalam
pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta peningkatan infrastruktur daur ulang
sampah di Kabupaten Gowa; kedua, apa hambatan utama yang dihadapi dalam menerapkan
kebijakan tersebut di tingkat lokal, termasuk tantangan regulasi, kesadaran masyarakat, serta
ketersediaan sumber daya, dan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, industri, dan
masyarakat dapat diintegrasikan untuk mengatasi hambatan tersebut demi mencapai ketahanan
lingkungan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mencakup pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber
data, wawancara, dokumentasi, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Pendekatan
kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh dinamika terkait
polusi plastik di Kabupaten Gowa. Sumber data digunakan untuk mendukung analisis situasi awal
dan konteks kebijakan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk pejabat pemerintah, ahli lingkungan, aktivis masyarakat, dan perwakilan industri lokal,
untuk mendapatkan wawasan langsung tentang persepsi dan pengalaman mereka terkait
implementasi kebijakan. Informan ini dipilih karena mereka memiliki peran dan perspektif yang
relevan dalam pemahaman menyeluruh terhadap isu polusi plastik serta implementasi kebijakan
di Kabupaten Gowa. Dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang
proses pembuatan kebijakan dan langkah-langkah implementasinya. Dokumentasi mencakup
dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, data lingkungan, dan arsip keputusan atau
peraturan yang terkait dengan penanganan polusi plastik di Kabupaten Gowa. Observasi
langsung dilakukan untuk memahami praktik dan perilaku terkait pengelolaan sampah dan
polusi plastik di wilayah tersebut. Terakhir, FGD digunakan sebagai forum untuk mendiskusikan
isu-isu terkait polusi plastik dengan berbagai pemangku kepentingan secara kolektif,
memfasilitasi pertukaran gagasan dan pemahaman yang lebih dalam. Data yang berhasil
dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan Nvivo 12 Plus.

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan
menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus yang memungkinkan pengorganisasian dan
penafsiran data kualitatif secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan dari wawancara,
dokumentasi, observasi, dan FGD dianalisis melalui proses coding untuk mengidentifikasi tema
dan pola yang muncul. Proses ini juga mencakup triangulasi, yaitu perbandingan hasil dari
berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan. Dengan melibatkan
berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi, serta menerapkan analisis berbasis
perangkat lunak yang canggih, validitas dan kredibilitas hasil penelitian dapat dipertahankan dan
diperkuat, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika polusi plastik di
Kabupaten Gowa.

HASIL DAN DISKUSI
Implementasi Resolusi Polusi Plastik di Kabupaten Gowa merupakan langkah signifikan
dalam menghadapi tantangan polusi plastik yang kian mendesak. Bagian ini membahas
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implementasi kebijakan tersebut terhadap pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta
peningkatan infrastruktur daur ulang di daerah ini.

Implementasi Resolusi terhadap Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan
Peningkatan Infrastruktur Daur Ulang di Kabupaten Gowa

Masalah sampah di Kabupaten Gowa menjadi semakin mendesak mengingat dampaknya
yang meluas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah, terutama
plastik, yang terlihat di berbagai lokasi publik seperti pinggir jalan, mencerminkan kegagalan
dalam sistem pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat. Situasi ini tidak hanya
merusak estetika lingkungan tetapi juga berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dan air,
serta mempengaruhi kualitas hidup. Gambar 1 menunjukkan kondisi sampah plastik yang
menumpuk hingga ke pinggir jalan di Kabupaten Gowa (Maryadi, 2019). Penumpukan sampah
plastik di area publik ini mencerminkan masalah serius terkait pengelolaan sampah yang tidak
efektif. Sampah plastik yang tersebar di sepanjang pinggir jalan tidak hanya mencemari
lingkungan tetapi juga mengganggu pemandangan dan kesehatan masyarakat, menambah
masalah polusi dan menciptakan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Ini memerlukan
resolusi terhadap pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Gambar. 1
Sampah plastik di Kabupaten Gowa
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

Implementasi Resolusi Polusi Plastik di Kabupaten Gowa dimulai dengan pengadopsian
kebijakan strategis untuk menangani masalah sampah plastik secara menyeluruh. Dalam rangka
Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gowa
mengimplementasikan resolusi ini dengan fokus pada pengurangan plastik sekali pakai serta
peningkatan infrastruktur daur ulang. Langkah ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Gowa, Abd
Rauf Malaganni, yang menekankan urgensi masalah polusi plastik global dan menyerukan
kolaborasi seluruh stakeholder untuk memerangi ancaman tersebut (Armansyah, 2023). Melalui
resolusi ini, Pemkab Gowa bertujuan untuk mengatur dan mengelola sampah plastik dari
sumbernya hingga menjadi limbah, dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya ini.

Dalam praktiknya, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momen penting
untuk memperkenalkan dan memperkuat kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kabupaten
Gowa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Azhari Azis, menyatakan bahwa
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kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang penyemangat masyarakat, tetapi juga sebagai kampanye
untuk mengurangi polusi plastik melalui metode reduce, reuse, dan recycle.

engurangi
/)_ g
Pengelolaan Gunakan kembali
sampah plastik™_
e R
Daur u.i'a‘ng
Gambar. 2

Kampanye untuk mengurangi polusi plastik
Sumber: Dolah Peneliti, 2024

Metode reduce (pengurangan) adalah langkah pertama dan paling fundamental dalam
pengelolaan sampah plastik. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengurangi jumlah plastik
yang digunakan sejak awal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengubah pola konsumsi dan memilih
produk dengan kemasan minimal atau ramah lingkungan (Boronat et al., 2024; Nuojua et al,,
2024). Misalnya, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang, menghindari produk sekali
pakai, dan memilih barang dengan kemasan yang mudah didaur ulang. Dengan mengurangi
jumlah plastik yang diproduksi dan dikonsumsi, kita dapat meminimalkan volume sampah
plastik yang masuk ke lingkungan.

Metode reuse (pemanfaatan kembali) berfokus pada penggunaan kembali barang atau
bahan yang sudah ada, daripada membuangnya. Pemanfaatan kembali membantu
memperpanjang umur pakai produk dan mengurangi kebutuhan untuk produk baru (Magni et al.,
2024). Contoh penerapan metode ini termasuk menggunakan botol atau wadah plastik untuk
keperluan lain, mengganti barang-barang sekali pakai dengan alternatif yang bisa dipakai ulang,
dan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Dengan memanfaatkan kembali barang,
kita mengurangi beban sampah yang dihasilkan dan mengurangi permintaan untuk produksi
barang baru.

Metode recycle (daur ulang) melibatkan proses mengolah sampah plastik menjadi bahan
baku baru yang dapat digunakan kembali. Daur ulang mengubah plastik bekas menjadi produk
baru melalui proses fisik atau kimia, yang mengurangi kebutuhan akan plastik baru dan
mengurangi limbah (Mneimneh et al, 2024; Muhmood, 2024). Proses ini melibatkan
pengumpulan, pemilahan, pencucian, dan peleburan plastik untuk menghasilkan bahan yang
dapat digunakan dalam produksi barang baru. Dengan mendaur ulang plastik, kita membantu
mengurangi dampak lingkungan dari limbah plastik dan mendukung perekonomian sirkular yang
lebih berkelanjutan.

Kampanye pemerintah Kabupaten Gowa untuk mengoptimalkan implementasi metode
reduce, reuse, dan recycle merupakan langkah strategis dalam menangani polusi plastik secara
menyeluruh. Dengan mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,
memanfaatkan kembali barang yang ada, dan mendaur ulang plastik yang sudah tidak terpakai,
pemerintah berusaha mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan ekonomi sirkular.
Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik tetapi juga untuk
membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
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Melalui kampanye ini, diharapkan seluruh komunitas dapat berperan aktif dalam menciptakan
lingkungan yang lebih bersih dan mendukung keberlanjutan ekosistem Kabupaten Gowa.

Kampanye pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengoptimalkan metode reduce, reuse,
dan recycle menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan perhatian mendalam. Meskipun
inisiatif ini menunjukkan niat baik untuk mengatasi polusi plastik, keberhasilan implementasinya
sangat bergantung pada seberapa efektif strategi ini diterapkan di lapangan. Pengurangan
penggunaan plastik sekali pakai memerlukan perubahan mendasar dalam pola konsumsi yang
mungkin sulit dicapai tanpa dukungan regulasi yang kuat dan kampanye kesadaran yang intensif.
Pemanfaatan kembali barang harus didukung oleh fasilitas yang memadai dan edukasi tentang
cara yang tepat untuk melakukannya, sementara daur ulang memerlukan infrastruktur yang
efisien dan proses yang transparan. Tanpa penanganan yang komprehensif terhadap tantangan-
tantangan ini, kampanye tersebut berisiko gagal memenuhi tujuan utamanya dalam menciptakan
lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan di Kabupaten Gowa

Implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di Kabupaten Gowa menghadapi
beberapa hambatan yang signifikan. Tantangan utama termasuk regulasi yang tidak memadai,
rendahnya kesadaran masyarakat, dan kekurangan sumber daya. Selain itu, koordinasi yang
kurang efektif antara berbagai pihak serta ketidakstabilan ekonomi dan politik turut

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Hambatan dalam
implementasi
kqbijakan
J“’ \

,.
Y
iy N HE [

=g = —° o [} ===1]
Regulasi yang tidak ~ Kurangnya Ketersediaan dan Lemahnya

memadai Kesadaran Aksesibilitas Koordinasi dan
Masyarakat Sumber Daya Kolaborasi
Gambar. 3

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan di Kabupaten Gowa
Sumber: Diolah peneliti, 2024

Salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengurangan plastik dan
peningkatan daur ulang di Kabupaten Gowa adalah adanya regulasi yang tidak memadai atau
tidak cukup mendukung penerapan kebijakan tersebut. Keterbatasan dalam peraturan yang ada
dapat menghambat efektivitas kebijakan, terutama jika peraturan yang diterapkan tidak jelas
atau tidak sesuai dengan praktik lapangan. Ketidakjelasan dalam implementasi regulasi dapat
menyebabkan kesulitan dalam penegakan aturan dan membuat pelaksanaan kebijakan menjadi
kurang konsisten. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peninjauan dan revisi regulasi agar
lebih sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah plastik dan mendukung upaya-upaya
pengurangan polusi.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak
polusi plastik serta pentingnya daur ulang merupakan hambatan signifikan dalam pelaksanaan
kebijakan. Tanpa adanya pendidikan dan kampanye yang efektif, masyarakat mungkin tidak
merasa terdorong untuk mengubah perilaku mereka terkait penggunaan plastik dan pengelolaan
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sampah. Edukasi yang kurang dapat mengakibatkan ketidaktahuan mengenai metode
pengurangan plastik, penggunaan kembali barang, dan proses daur ulang. Untuk meningkatkan
kesadaran, pemerintah dan organisasi terkait perlu melaksanakan kampanye yang berfokus pada
pemahaman dampak lingkungan dan manfaat dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya seperti dana, teknologi, dan
fasilitas daur ulang juga menjadi hambatan yang signifikan. Implementasi kebijakan pengelolaan
sampah plastik memerlukan investasi yang cukup dalam infrastruktur daur ulang dan teknologi
yang mendukung. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, sulit untuk membangun dan
memelihara fasilitas yang diperlukan untuk mengelola sampah plastik secara efektif. Oleh karena
itu, penting untuk memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai serta dukungan teknis
untuk memperkuat kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa.

Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat juga sering kali
kurang efektif, yang dapat menghambat penerapan kebijakan pengelolaan sampah plastik.
Kurangnya sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dapat mengakibatkan ketidaksesuaian
dalam implementasi kebijakan, serta mengurangi dampak positif yang diharapkan dari resolusi
polusi plastik. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat kemitraan
dan menciptakan forum komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, sektor industri, dan
masyarakat. Kolaborasi yang efektif dapat memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dan
tanggung jawab yang jelas dalam mendukung kebijakan dan mencapai tujuan keberlanjutan
lingkungan yang diinginkan.

Hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di Kabupaten Gowa
menunjukkan kelemahan struktural yang signifikan, terutama dalam hal regulasi, kesadaran
masyarakat, dan sumber daya. Regulasi yang tidak memadai dan tidak jelas sering kali
menghambat penerapan kebijakan secara efektif, menciptakan celah yang memungkinkan
pelanggaran dan penegakan yang lemah. Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat, jika
tidak diatasi dengan kampanye yang efektif dan berkelanjutan, dapat mengakibatkan
ketidakpedulian terhadap pengurangan penggunaan plastik dan daur ulang. Selain itu,
ketidakcukupan dalam alokasi sumber daya dan infrastruktur mempersulit pelaksanaan
kebijakan yang memerlukan dukungan teknologi dan finansial yang memadai. Koordinasi yang
lemah antara pemerintah, industri, dan masyarakat memperburuk situasi, mengurangi sinergi
yang diperlukan untuk implementasi yang sukses. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada
reformasi menyeluruh dalam regulasi, peningkatan kesadaran publik melalui edukasi yang
efektif, investasi yang signifikan dalam infrastruktur, dan penguatan kerjasama antara semua
pihak terkait.

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di
Kabupaten Gowa, optimasi harus dilakukan pada beberapa aspek krusial. Pertama, regulasi perlu
diperbaiki dengan mengadopsi peraturan yang lebih jelas, komprehensif, dan terintegrasi.
Reformasi ini harus mencakup penetapan standar yang konkret serta mekanisme penegakan
yang tegas, memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan dan kebijakan yang ada. Selain itu,
perlu ada peninjauan berkala dan adaptasi terhadap peraturan seiring dengan perkembangan
teknologi dan dinamika sosial yang berubah (da Costa et al, 2020). Kedua, peningkatan
kesadaran masyarakat harus menjadi prioritas melalui strategi edukasi yang lebih terarah dan
berkelanjutan (K. A. Willis et al., 2024). Kampanye harus dirancang dengan pendekatan yang
menarik dan mudah dipahami, serta melibatkan berbagai media dan platform untuk menjangkau
audiens yang lebih luas. Pelibatan komunitas lokal dalam kegiatan pengurangan plastik dan daur
ulang, serta pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang
dampak polusi plastik, dapat membantu membangun kesadaran yang mendalam dan mendorong
perubahan perilaku yang signifikan.

Ketiga, aspek ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya memerlukan perhatian khusus.
Pemerintah harus memprioritaskan investasi dalam infrastruktur daur ulang dan teknologi
pengelolaan sampah yang efisien (K. Willis et al.,, 2018). Ini termasuk alokasi anggaran yang
memadai, dukungan teknis, serta kerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan
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fasilitas dan teknologi yang diperlukan. Selain itu, memperkuat koordinasi antara pemerintah,
industri, dan masyarakat untuk memastikan sinergi dan pembagian tanggung jawab yang jelas
akan meningkatkan efektivitas kebijakan. Integrasi ini penting untuk menciptakan solusi yang
holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan polusi plastik.

Implikasi optimalisasi ini dapat saja membawa dampak besar dalam upaya mengurangi
polusi plastik di Kabupaten Gowa. Regulasi yang lebih kuat dan mekanisme penegakan yang
efektif menciptakan lingkungan yang tertib, di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab yang
jelas dan mematuhi kebijakan pengelolaan sampah plastik. Peningkatan kesadaran publik
melalui edukasi berkelanjutan membentuk perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap
lingkungan, sehingga mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai dan meningkatkan
praktik daur ulang. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah
memperkuat kemampuan daerah dalam menangani limbah secara efisien dan berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat menghasilkan koordinasi terpadu dalam
penanganan polusi plastik, memungkinkan terciptanya ekosistem pengelolaan sampah yang
berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan polusi plastik di
Kabupaten Gowa menghadapi sejumlah hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitasnya.
Hambatan tersebut mencakup regulasi yang tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat,
kekurangan sumber daya, dan koordinasi yang lemah antara berbagai pihak. Regulasi yang
kurang jelas dan tidak terintegrasi sering kali menghambat penegakan kebijakan, sementara
kurangnya edukasi publik mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam
pengurangan dan daur ulang plastik. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang terbatas dan
koordinasi yang tidak efektif antara pemerintah, industri, dan masyarakat memperburuk situasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu adanya reformasi menyeluruh dalam regulasi,
peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang efektif, dan investasi yang memadai
dalam infrastruktur daur ulang. Peninjauan dan adaptasi regulasi yang berkala, serta
peningkatan dukungan teknologi dan finansial, akan memperkuat kapasitas pengelolaan sampah
plastik di Kabupaten Gowa. Peningkatan koordinasi antara berbagai pihak dan pelibatan
komunitas lokal dalam upaya pengurangan plastik dapat memastikan implementasi kebijakan
yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan harapan menciptakan lingkungan yang lebih bersih
dan mendukung keberlanjutan ekosistem lokal.
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